
 

 
 

 
 
 

 
   RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

 NOMOR 073 TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

Menimbang:    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017, diperlukan 
pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017; 

 
Mengingat:     1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4438); 

 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 5155); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693);  

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah       
Nomor 23 Tahun 2011  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2209); 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
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 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 5272); 

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

 28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  tentang  Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54          

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

 29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 199); 

 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);   

 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3       
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah              
di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 51); 

 

 

 

 

 

 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
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Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia      

Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 125); 

 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13      
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 
Nomor 13); 

 36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12       

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12); 

 38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); 

 39. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); 

 

 

 40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 

Nomor 37); 

 41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:    PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2017 dengan Pendapatan berjumlah Rp6.014.323.859.408,00 dan 
Belanja berjumlah Rp6.380.081.062.997,00 sehingga menjadi Defisit sebesar 
(Rp365.757.203.589,00) dengan rincian sebagai berikut: 
 

1.  Pendapatan: 
a. Semula    Rp 5.499.059.991.000,00 
b. Bertambah  Rp    515.263.868.408,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp 6.014.323.859.408,00 
 

2.  Belanja: 
 a. Semula   Rp 5.532.559.991.000,00 
 b. Bertambah  Rp    847.521.071.997,00 

 Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp 6.380.081.062.997,00 
  

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  (Rp 365.757.203.589,00) 
3.  Pembiayaan: 

 a. Penerimaan   

    1) Semula  Rp   65.000.000.000,00 
    2) Bertambah  Rp 332.257.203.589,00 

    Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp 397.257.203.589,00 
 

 b. Pengeluaran  Rp 31.000.000.000,00     
   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp 31.500.000.000,00 

 

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 365.757.203.589,00  
 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00       
 

 

 
 

Pasal  2 
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Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal  3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal  4 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
 
 

           Ditetapkan di Banjarmasin   
                                      pada tanggal 20 September 2017   
 

       GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

                                                                                          ttd 
 
                H. SAHBIRIN NOOR 

 
    Diundangkan di Banjarbaru 

    pada tanggal 20 September 2017  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

       KALIMANTAN SELATAN, 
 
                      ttd 

 
            H. ABDUL HARIS  

 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2017 NOMOR  73 


